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ABSTRACT
Roles and Responsibilities Optimalisai Correctional Center (BAPAS) Children in the Criminal Justice System by Act No. 12 of 2012 of course we focused on remedies, for children in conflict with the law for law enforcement, including PK Correctional Center (BAPAS) where with all interested parties together to resolve the matter Children with Restorative Justice approach.

The purpose in writing this law is to determine how the process of enforcement of children in conflict with the law or the perpetrator of the level of containment / investigation, prosecution and court decisions as well as mentoring and coaching community (PK) Correctional Center (BAPAS) in accordance with Law No. 11 In 2012 tentan Pperadilan child Criminal System which guarantees legal protection terhadapan children fiber isolates children from litigation and pemindanaan are not good for the soul, dignity and the future of the child.

From the research found a variety of obstacles and barriers in the judicial process of the implementation of the Child which law enforcement is essential, both concerning quality and quality including Supervisor Performance Society (PK) Correctional Center (BAPAS) preformance implementation of Law No. 11 of 2012 on the Justice System criminal Children are not optimal given the vast area of performance Correctional Center (BAPAS) Class II Samarinda.



It is hoped that law enforcement officials must give priority to Restorative Justice in each case the Son as actors for the realization of justice according to conscience and justice memepertimbangakan on the terms of legislation so that the settlement is done Child Crime Pemindanaanya must be the last action.
ABSTRAK


Optimalisai Perandan Tanggung Jawab Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentu kita tertuju pada upaya-upaya penyelesaian bagi anak yang berhadapan dengan hukum bagi penegak hukum termasuk PK Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dimana dengan semua pihak yang berkepentingan secara bersama-sama untuk menyelesaikan perkara Anak dengan pendekatan Keadilan Restoratif.
Adapun tujuan dalam penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penegakan anak yang berhadapan dengan hukum atau pelaku baik dari tingkat penahanan/ penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan serta pendampingan dan pembimbingan kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentan Sistem Pperadilan Pidana Anak yang menjamin adanya perlindungan hukum terhadapan Anak serat menjauhkan anak dari proses pengadilan dan pemindanaan yang tidak baik bagi jiwa, martabat dan masa depan anak. 
Dari hasil penelitian ditemukan berbagai kendala dan hambatan dalam proses peradilan Anak dimana para pelaksanaan penegak hokum sangatlah penting, baik yang menyangkut kualitas maupun kualitas termasuk Kinerja Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalm pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum secara optimal mengingat luasnya wilayah kinerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda.
Diharapakan para petugas penegak hukum harus mengutamakan Keadilan Restoratif dalam setiap perkara Anak sebagai pelaku demi terwujudnya keadilan menurut nurani dan memepertimbangakan keadilan berdasarakan perundang-undangan sehingga dalam penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan Anak Pemindanaanya haruslah merupakan tindakan terakhir.
I. PENDAHULUAN
Dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Anak saat ini tentu dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberikan kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan memperoleh jadi dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak, masihbanyakterjadipelanggaran-pelanggaranterhadaphak-hakanak yang dilakukanoleh orang tua, aparatpenegakhukum, pengasuhdanpendidik.

Oleh karena itu  berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012tentangSistemPeradilanPidanaAnak sangat diperlukan peran serta semua pihak Kepolisian, Kejaksaan, PengadilandanBalaiPemasyarakatan (BAPAS) untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. 
Tindakanmenjauhkananakdari proses peradilan Petugas Pemasyarakatan atau Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang berada di Instansi Balai Pemasyarakatan jugamempunyaiperananyang sangat penting dan strategis dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, namundemikiankenyataannyaPetugasPembimbingKemasyarakatanbelummaksimalmelaksanakantugaspendampingandanpembimbingansertabelum banyak diketahui olehmasyarakat secara umum. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan posisi Petugas Kemasyarakatan bersama-sama dengan penegak hukum lainnya mengupayakan melaksanakan proses peradilan anak dengan pendekatan Restoratif berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak.
Adapun yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)UndangUndangNomor 11 Tahun 2012 disebutkan sebagai berikut :

“Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana dan Anak yang menjadi Saksi tindak pidana”.

Selanjutnya hal tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa : 

“Anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
Berdasarkan ketentuan hukum dalam proses peradilan Anak tetap berpegang pada Asas Praduga Tak Bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib di sidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaanya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.

Adapun perlakuan terhadap setiap anak yang diduga atau dituduh telah melanggar Undang-Undang hukum pidana menurut Konvensi Hak Anak Pasal 40 berhak atas jaminan legal sebagai berikut :

· Dianggap tidak bersalah sebelum dibuktikan bersalah menurut hukum

· Hak atas informasi tentang hal-hal yang dituduhkan kepadanya

· Hak atas pengadilan yang cepat

· Hak atas bantuan hukum

· Hak atas perlindungan dari diskriminasi

· Hak untuk menolak memberi kesaksian

· Hak atas banding atau mendapatkan peninjauan kembali

· Hak atas seorang penerjemah

· Hak atas privasi
Selanjutnya dalam upaya perlindungan hak-hak anak telah diakomodir sesuai bunyi Pasal 17 ayat (1) Undang-undang perlindungan anak, bahwa setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak untuk :

a. Mendapatkan perlakukan secara manusiawi.

b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hak yang berlaku.

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak dalam sidang tertutup untuk umum.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengangkat skripsi ini dengan berjudul : “OPTIMALISASI PERAN DAN TANGGUNG JAWAB BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) DALAM PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN ANAK DI SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012”
Dalam skripsi ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai bagian pembimbingan anak didik dalam upaya proses pelaksanaan sistem peradilan anak di Kota Samarinda berkaitan dengan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan bagian perlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut terhadap proses penyidikan, peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan putusan dalam peradilan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Proses Penahanan, Penyidikan serta Putusan Pengadilan oleh Anak terhadap Perkara Pidana yang dilakukan oleh Anak di Samarinda ?

2. Bagaimana Proses Pendampingan dan Pembimbingan Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Pelaku berkaitan dengan Peran Pembimbingan Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) serta Pelaksaan Proses Persidangan Anak di Pengadilan Negeri Samarinda oleh Hakim Anak ?

B. Metode dan Teknik Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang penulisan sajikan maka penulisan ini mengunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

1. Yuridis Normatif

Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, buku pustaka, atau literature yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Yuridis Sosiologi

Penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan di Polresta Samarinda, Kejaksaan Negeri Samarinda dan Pengadilan Negeri Samarinda serta Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Samarinda.

3. Teknik Pengumpulan Data

a) Observasiadalahmengumpulkan data dengan carapengamatan secara langsung di lakukan di lokasi pada objek penelitian, yaitu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku) yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (inkrach).

b) Data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan,buku-buku literature dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Kota Samarinda Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan Dan Putusan Pengadilan

Proses Peradilan Anak meliputi tahapan penyidikan di Kepolisian selanjutnya penuntutan di Kejaksaan dan Proses Persidangan di Peradilan. Ketiga tahap dari proses Peradilan tersebut masing-masing mempunyai peranaan yang sangat penting dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta dapat memberikan perlindungan terhadap Hak-Hak Anak Indonesia.

Aparat Penegak Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum (law eforcement), seperti yang ditulis oleh Soerjono Soekanto bahwa berperannya hukum dalam masyarakat sebenarnya sangat berpengaruh pada Aparat Penegak Hukum itu sendiri sebagai unsur yang bertanggung jawab dalam membentuk dan menerapkan hukum tersebut.

Namun dari fungsi para Penegak Hukum tersebut ada yang secara langsung menangani hukum dan ada yang tidak, diantaranya adalah :

I. Penegak Hukum yang langsung berhubungan dengan proses hukum :

a. Golongan pembentuk hukum;

b. Golongan Hakim;

c. Golongan Jaksa;

d. Golongan Polisi;

e. Golongan Penasehat Hukum;

f. Golongan Pemerintah.

II. Penegak hukum yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses hukum :

a. Golongan pendidik;

b. Golongan mahasiswa;

c. Golongan ilmuan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Kota Samarinda bahwa Kota Samarinda merupakan Ibu Kota Provensi Kalimantan Timur yang memiliki luas 718, 23 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 874.972 jiwa serta kepadatan penduduk sebanyak 1. 218.62/km2.
).Sesuai kondisi riil yang ada khususnya berkaitan pertumbuhan penduduk serta penyebaran penduduk di Kalimantan Timur sebenarnya tidak merata, tetapi berdasarkan pertumbuhan penduduk yang semula lebih banyak tinggal di pedesaan sejak tahun 2010 sudah lebih 6,55% telah menetap di daerah perkotaan seperti halnya di Samarinda.

Adapun persoalan yang mendasar saat ini dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap tingkat pemeriksaan Anak wajib didampingi oleh orang tua dan atau orang kepercayaan oleh Anak sebagai tersangka. 

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Kepolisian Samarinda yang diwakili oleh Bapak Suhat selaku Kasubnit PPA Polresta Samarinda dijelaskan bahwa terhadap Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berkaitan dengan Proses Penyidikan, Penuntutan dan Pengadilan adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik Khusus yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri. Syarat untuk ditetapkan Penyidik sebagaimana dimaksud diatas, meliputi :

· Telah berpengalaman sebagai penyidik;

· Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah Anak.

· Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

Sesuai kondisi riil yang ada di Kota Samarinda bahwa dalam kenyataannya saat ini hal belum ada Penyidik yang memenuhi persyaratan, maka proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Namun pada perinsipnya Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, dalam tenggang waktu 3 x 24 jam. Selanjutnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda wajib menyerahkan hasil penelitian Kemasyarakatan kepada Penyidik.

Sejauh ini dianggap perlu bahwa Penyidik dapat pula meminta pertimbangan dan saran ahli pendidikan, psikolog, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan tenaga ahli lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh Anak, dengan ancaman maksimal pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun, selanjutnya Penyidik dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai, wajib mengupayakan Diversi dan proses Diversi dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari. Adapun proses Diversi dapat dilakukan melalui berbagai cara musyawarah dan apabila hal tersebut berhasil dicapai kesepakatan maka Berita Acara Diversi dan hasil kesepakatan dibawa oleh atasan langsung Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan, selanjutnya penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima.

Selanjutnya apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

I. Pengkapan, Penahanan dan Upaya Paksa Lainnya

Hal-halyangberkaitandengan Penangkapan, Penahanan dan Upaya Paksa Lainnya harus digunakan ketentuan hukum, sebagaimana diatur diberbagai peraturan seperti halnya seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik, maupun ketentuan yang berkaitan dengan penangkapan sebagaimaa diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang KUHP. Selain itu juga digunakan sebagai pedomana adalah peraturan-peraturan PBB seperti “minimum standar PBB mengenai Admistrasi Peradilan bagi remaja (BEIJING RULES)
)dan “Peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan remaja yang kehilangan kebebasannya”. Perinsip-perinsip dasarnya ialah :

· Menghilangkan kebebasan Anak harus merupakan pilihan terakhir, waktu yang minimum dan dibatasi pada kasus-kasus luar biasa;

· Menjauhkan Anak dan ekses negatif sebagai akibat dari penahanan;

· Non diskriminasi;

· Kepentingan terbaik bagi Anak

II. Penangkapan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak secara khusus memberikan defenisi mengenai apa yang dimaksud dengan penangkapan. Definisi penangkapan dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dimana penangkapan telah dirumuskan :

“Penangkapan adalah suatu tindakkan penyidik berupa pengengkangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan Penyidikan atau Penuntutan dan atau Peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. 

Prinsip-prinsip Penagkapan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum adalah sebagai berikut :

· Sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;

· Bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabat sang Anak.

Pada saat dilakukan penangkapan Anak wajib diberitahukan tentang alasan penangkapan, memberitahukan orang tua/ wali dalam tenggang waktu sesingkat mungkin (Beijing Rules), penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Anak berusia 14 tahun syarat penahanan atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih,  karena adanya kekhawatiran bahwa Anak akan melarikan diri, menghilangan atau merusak barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Namun demikian berkaitan dengan syarat penahanan tersebut maka perlu mendapat perhatian sebagaimana tinjauan dari Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang berbunyi :

“Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”

Berdasarkan hasil penelitian penulis berkaitan dengan Penahanan Anak dalam Tahap Penyidikan sesuai keadaan riil yang ada bahwa di Kota Samarinda sebagai lokasi penelitian penulis dalam kenyataan ternyata bahwa untuk Penahana Anak di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan masih menjadi satu dengan tahanan Dewasa hanya ruangannya dipisahkan antara tahanan Dewasa dengan tahanan Anak yang bermasalah dengan hukum. Hal ini dapat terjadi berbagai dampak bagi perkembangan jiwa Anak tersebut karena kenyatannya antara tahanan Dewasa dan Anak saling berkomunikasi dan disisi lain berdampak tidak baik bagi Tahanan Anak. Dari  uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dengan nantinya berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk tahap penahanan Anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak Sementara atau LPAS, yang merupakan tempat sementara bagi Anak selama proses Peradilan berlangsung. Apabila LPAS tidak ada atau belum tersedia, Penahanan Anak dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS setempat.

Selanjunya dalam tahap Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (8) bahwa Penyidik adalah Penyidik Anak, sesuai hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan di Polresta Samarinda yang ditunjuk untuk menangani perkara yang berhadapan dengan hukum adalah Penyidik Khusus yang menangani perkara Anak. Namun demikian Penyidik Khusus Anak masih terbatas jumlahnya dan perlu mendapatkan pelatihan dan pendidikan khusus dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun keadaan komposisi Pejabat Khusus Anak di Polres Samarinda sebanyak 5 orang ( 1orang lakilakidan 4 orang perempuan).

2. Tahap Penuntut Perkara Anak

Pada tahap ini menjadi kewajiban Jaksa untuk melakukan proses penanganan Penuntutan perkara Anak, Penuntutan perkara pidana Anak dilakukan oleh Pentutan Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk Jaksa Agung. Dalam hal belum ada Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan, maka penuntut dilakukan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntut bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Diversi sebagimana dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri Samarinda yang diwakili Bapak Agus Supriyanto, SH selaku Jaksa Pratama di bidang Pidana Umum (Pidum) dijelaskan bahwa proses Diversi dapat dilakukan melalui berbagai cara musyawarah dan bila berhasil dicapai kesepakatan, berita acara dan hasil kesepakatan Diversi dibawa oleh atasan langsung Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan. Adapun Penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima. Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan, maka Penuntut Umum wajib melimpahkan perkaranya ke Pengadilan dengan melampirkan Berita Acara Diversi dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Dalam kenyataannya berdasarkan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk lebih tinggi, maka lebih tinggi pula perkara Anak yang berhadapan dengan hukum.perkara Anak yang ditangani di Kejaksaan Negeri Samarinda padatahun 2013 sebanyak 48 perkaradenganperkara yang paling banyakadalahpencurian.

Tahap Penuntutan dilakukan oleh Pejabat khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (9) bahwa Penuntut Umum adalah Penuntutan Umum Anak, dalam hasil penelitian pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Samarinda yang ditunjuk untuk menangani perkara yang berhadapan dengan hukum adalah Jaksa Khusus yang menangani perkara Anak. Namun demikian Jaksa Khusus Anak masih terbatas dan perlu pelatihan dan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun keadaan komposisi Pejabat Khusus Anak di Kejaksaan Negeri Samarindasebanyak 5 orang ( 1 orang lakilakidan 4 orang perempuan).

3. Tahap Proses Pengadilan Perkara Anak

Pemeriksaan di Pengadilan pada dasarnya meliputi pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri dan pemeriksaan pada tingkat Banding, serta pemeriksaan pada tingkat Kasasi. Di bawah ini akan dibicarakan berkaitan pemeriksaan pada tingkat Pertama/ Pengadilan Negeri. Pemeriksaan pada tingkat Pengadilan Negeri Ketua Pengadilan Negeri wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas dari Penuntut Umum. 

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda yang diwakili Bapak Awang Munawarah, SH selaku Panut Pidana di bidang Panitra dijelaskan bahwa Majelis Hakim dapat  ditetapkan sesuai tindak pidana yang akan diperiksa di ancam pidana 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

Syarat sebagai Hakim dimaksud diatas ialah :

· Telah berpengalaman sebagai Hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;

· Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak;

· Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Dalam hal belum ada Hakim yang memenuhi persyaratan, maka tugas pemeriksaan di dalam sidang Anak dilakukan oleh Hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Lebih lanjutnya upaya Diversi dalam hal tindak pidana yang disangkakan dilakukan oleh Anak, diancam dengan maksimum pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) dan bukan recidive, Hakim/ Majelis Hakim dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Proses Diversi dilakukan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari, proses Diversi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri melalui berbagai cara musyawarah. apabila berhasil dicapai kesepakatan Berita Acara Diversi dan hasil kesepakatan dibawa oleh Hakim kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dimintakan penetapan. Penetapan tersebut dikeluarkan paling lama dalam 3 (tiga) hari sejak diterima.

Apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dapat dicapai kesepakatan maka perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Tempat sidang Anak dilaksanakan di ruang sidang khusus Anak dengan ruang tunggu yang terpisah dari ruang tunggu sidang orang dewasa dan sifat sidang Anak dilaksanakan secara tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan.

Adapun jumlah perkara Anak yang berhadapan dengan hukum pada periode 2012-2013 sebanyak 82 Perkara perkara, jika dirincikan untuk wilayah Kota Samarinda bahwa perkara terbanyak adalah Pencurian 52 perkara, Perlindungan Anak 9 perkara, Narkotika 8 perkara, Penganiayaan 7 perkara, Sajam 5 perkara, Penadahan 3 perkara, Pemerasan 2 perkara, Penggelapan 2 perkara. 

Keberadaan Hak Anak untuk Hakim Anak di Pengadilan Negeri Samarinda sebagai wilayah yang jumlah perkara Anak paling banyak Hakim Anak ada 6 (enam) orang. Dengan demikian berdasarkan kondisi riil yang ada untuk perkara Anak hanya ditangani oleh Hakim khusus Anak.

Dalam kenyataannya jarang ada perkara Anak yang didampingi Pembela Hukum atau Orang tua/ Wali, dengan kondisi yang seperti ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak Anak untuk didampingi Pembela hukum mendapat banyak perhatian bahkan oleh para Aparat Penegak Hukum sendiri maupun pihak orang tua/ wali.Dengan demikian bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memang diwajibkan kehadiran Orang tua, Wali atau Orang tua asuh dalam setiap proses penanganan perkara Anak.Tetapi dalam prakteknya bahwa pedamping orang tua dalam proses perkara Anak mulai penyidikan, penuntutan sampai persidangan tidak selalu dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan  adanya beberapa hal sebagai faktor penghambat antara lain sebagai berikut:

a. Perkara Anak dianggap aib bagi keluarga sehingga orang tua malu untuk mendampingi Anaknya yang terlibat dengan hukum;

b. Orang tua sengaja membiarkan Anaknya tanpa didampingi;

c. Orang tua mempunyai kesibukan dengan pekerjaanya sendiri;

d. Jarak antara tempat tinggal orang tua dengan kantor Polisi, Pengadilan dan tempat Anak ditahan cukup jauh;

e. Anak disengaja tidak memberitahukan orang tuanya.

Namun dalam secara Psikis sangat diperlukan pendampingan orang tua/ wali karena hal ini tentunya menjadi perhatian jika terjadi seorang Anak harus berhadapan dengan hukum seorang diri.

Tahap proses Pengadilan dilakukan oleh Pejabat Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dalam Pasal 1 ayat (10,11 dan 12) bahwa Hakim adalah Hakim Anak, Hakim Banding Anak dan Hakim Kasasi Anak, dalam hasil penelitian pelaksanaan di Pengadilan Negeri Samarinda yang ditunjuk untuk menangani perkara yang berhadapan dengan hukum adalah Hakim Khusus yang menangani perkara Anak. Namun demikian Hakim Khusus Anak masih terbatas dan perlu pelatihan dan pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun keadaan komposisi pejabat khusus Anak di Pengadilan Negeri Samarinda sebanyak 6 orang hakim ( 5 orang lakilakidan 1 orang perempuan)

B. Peran Petugas Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda

Berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS)/ Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sangatlah strategis dan penting, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 65 yang berbunyi :

a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada Pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;

b. Membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk kepentingan Penyidik, Penuntutan, dan Persidangan dalam perkara Anak baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan Pembimbing Anak di LPKA bersama dengan petugas Pemasyarakatan lainnya;

d. Melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasa terhadap Anak yang berdasarkan putusan Pengadilan dijatuhi pidana atau dikenakan tindak pidana;

e. Melakukan Pendampingan, Pembimbingan, dan Pengawasan terhadap Anak yang mempeeroleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

  Sebagaimana kondisi riil yang ada bahwa permintaan pembuatan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dalam wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda selama kurun waktu dari tahun 2013 berjumlah 243 (dua ratus empat puluh) perkara. Kemudian sesuai dengan hasil penelitian dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengamankan adanya Peran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi :

(1). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendampingan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;

(2). Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/ atau orang yang dipercaya oleh Anak korban dan/ atau Anak saksi atau Pekerja Sosial;

(3). Dalam hal orang tua sebagai tersangka atau teerdakwa pekara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua. 
Selanjutnya dalam proses Peradilan Pidana Anak yang berlangsung di wilayah hukum Samarinda dalam kenyataannya masih belum optimal mendapatkan pendampingan terhadap Anak yang bermasalah dengan hukum, kecuali Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda. Jadi dapat disimpulkan penulis berkaitan dengan pelaksanaan Peradilan bahwa Anak jarang mendapatkan pendampingan yang maksimal dari Instansi/ bantuan hukum lainnya sehingga Anak sangat rentan akan perkembangan jiwanya dan merasa menghadapi masalah hukum seorang diri.Adapun peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pentahapannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Pra Adjudikasi

a. Peran Bapas dalam proses Diversi/ Keadilan Restoratif

Diversi/ Keadilan Restoratif ialah langkah yang bisa ditempuh dalam menangani Anak yang berkonflik dengan hukum yang difasilitasi oleh PK BAPAS. Peran PK BAPAS dalam penanganan Anak sebagai pelaku diantaranya :

· Mengupayakan Diversi dengan pendekatan keadilan restoratif di tiap tingkat pemeriksaan yang diawali pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Hakim;

· Dalam proses Diversi pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan Hakim di Pengadilan, PK BAPAS membuat laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Anak tersebut untuk Diversi dan pemeriksaan Hakim di Pengadilan;

· PK BAPAS berperan dalam mengkoordinasikan stake holder di masyarakat (keluarga klien, masyarakat, POKJA – jejaring sosial, LSM, dsb). Hal ini upaya aktif dari PK BAPAS dalam mengusahakan Diversi dan keadilan restoratif diantaranya dengan langkah mediasi;

· Melakukan pengawasan atas penetapan Hakim terkait kesepakatan Diversi.

b. PK Bapas melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasa pada setiap tingkat pemeriksaan di Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Hakim dalam upaya Diversi dan pelaksanaan kesepatakan.

2. Tahap Adjudikasi

Pemeriksaan dan Pendampingan Anak dalam Persidangan.

a. PK Bapas berperan aktif dalam menyampaikan dan menjelaskan Litmas sebelum penuntutan dalam persidangan;

b. PK Bapas mempunyai hak dapat mendiskusikan kepada hakim bila dikehendaki penjelasan lebih lanjut;

c. PK Bapas melakukan Pendampingan, Pembimbingan dan Pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan yang dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.

3. Tahap Post Adjudikasi

a. Pengawasn terhadap putusan pengadilan;

b. Proses pembinaan di Lapas/ Rutan;

c. Pembimbingan Klien Pemasyarakatan tahapan pembimbingan.

Sesuai hasil penelitian dapat dapat di jelaskantentang permintaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Penyidik Kepolisian tahun 2013 berdasarkanjenistindakpidanaanaksebanyak 263 perkaradenganperkaraterbayakadalahperkarapencurian (131 perkara).berdasarkan permintaan dari penyidik baik dari Polres maupun Polsek dalam Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Samarinda Tahun 2013 wilayahsamarinda, bontang, sanggatadankutaikartanegara paling banyakpermintaanuntukdilakukanpenelitiandaridaerahwilayahkerjaBalaiPemasyarakatanSamarindalainya.

Untuk memperjelas peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda sebagaimana dijelaskan pada pentahapan-pentahapannya dalam kenyataan mengalami beberapa kendala, baik internal dan external sebagai berikut :

1. Faktor Subtansi Undang-Undang sebelum berlakunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Dalam Undang-Undang sebelum berlakunya Sistem Peradilan Anak (SPPA) tidak diatur secara tegas tentang ;

a. Kewajiban terhadap putusan/ vonis hakim harus disampaikan ke Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sehingga hal pembimbingan selanjunya untuk Pidana Bersyarat dalam pelaksanaannya belum dapat terlaksana secara optimal;

b. Apabila terhadap putusan hakim tidak sesuai rekomendasi/ saran dari Petugas Kemasyarakatan (PK), Petugas Kemasyarakatan (PK) tidak dapat melakukan sesuat apapun ;

c. Litmas hanya sekedar persyaratan dalam proses peradilan pidana Anak, tidak dianggap hal yang penting dan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

a. Petugas Pemasyarakatan/ PK Bapas masih kurang (11 orang) baik dari segi kualitas maupun kuantitas;

b. Belum adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) yang menangani Anak yang berhadapan dengan hukum di Samarinda;

c. Masih terbatasnya Penegak Hukum Khusus Anak (Polisi, Jaksa, dan Hakim) bila dibandingkan Anak yang berhadapan dengan hukum yang terjadi di wilayah Samarinda;

d. Adanya keterlambatan penyampaian surat permintaan Litmas di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda.

3. Faktor Sarana Prasarana

a. Luasnya jangakuan Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda yang meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kabupaten Malinau;

b. Belum berdirinya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) pada masing-masing Kabupaten/ Kota sehingga pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum dan permintaan Litmas belum dapat dilakukan dengan optimal;

c. Belum adanya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di Samarinda bagi Anak selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tempat Anak menjalani masa pidananya.

4. Faktor Budaya Masyarakat

a. Seringkali Anak yang bermasalah dengan hukum tidak mempunyai alamat tetap sehingga sulit bagi PK Bapas untuk melakukan Pembimbingan dan Pengawasan;

b. Sebagian Anak yang berhadapan dengan hukum tidak tinggal dengan orang tuanya sehingga kordinasi dan komunikasi tidak dapat berjalan denngann baik dan maksimal.

Selanjutnya dalam pelaksanaan tugas Pembimbingan dan Pengawasan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda, ada beberapa faktor pendukung yang meliputi diantaranya :

1. Adanya dukungan dari unsur pemerintah (Dinas Sosial/ Instansi terkait, Lurah maupun RT);

2. Adanya kendaraan operasional (kendaran roda 4 dan roda 2) yang cukup memadai dalam mendukung pelaksanaann tugas;

3. Adanya dukungan dari masyarakat sekitar tempat tinggal Anak yang berhadapan dengan hukum;

4. Adanya partisipasi dari orang tua dan keluarga Anak;

5. Perhatian tokoh masyarakat, agama dan LSM.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian penulis di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda sesuai kondisi riil yang ada yakni masih terbatasnya jumlah/ kuantitas Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) (11 orang) bila dibandingkan dengan Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda yang sangat luas yang meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kabupaten Malinau sehingga dalam melaksanakan tugas Pendampingan, Pengawasan termasuk pemenuhan permintaan Litmas belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Kemudian juga dalam tahapan Penyidikan, Penuntutaan dan Pemeriksaan Pengadilan sebagian besar masih belum diupayakan penyelesaian diluar Pengadilan (Diversi) dengan pendekatan Restoratif Justice, walaupun pada tingkat penyidikan ada diselesaikan secara kekeluargaan (Diskresi) namun masih banyak Anak yang berhadapan dengan hukum diselesaikan melalui proses Peradilan.

Selanjutnya berkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berhak mendapat pendampingan dan pembelaan hukum.Ketentuan tersebut pada kenyataannya masih banyak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan bantuan hukum dalam proses peradilan Anak padahal setiap Anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapatkan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1,2 dan 3).

2. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam Peradilan Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilaksanakan di Kota Samarinda, belum sepenuhnya berjalan efektif mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum berlaku, namun dalam pelaksanaannya semangat untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut bagi Aparat Penegak Hukum berupaya memperlakukan terbaik untuk Anak.

2. Mengingat luasnya Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda yang meliputi Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Berau, Kota Bontang dan Kabupaten Malinau, dan juga masih kurangnya jumlah petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), maka pelaksanaan tugas Pembimbingan/ Pengawasan, memenuhi permintaan Litmas dan Pendampingan Anak dalam proses Peradilan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

B. Saran

1. Seyogyanya untuk menyamakan persepsi bagi Aparat Penegak Hukum menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlunya sosialiasi bersama antar instansi terkait sehingga penerapan dalam pelaksananya sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Untuk menanggulangi penempatan sementara bagi Anak yang berhadapan dengan hukum agar kiranya RUTAN/ LAPAS yang ada di Kalimantan Timur perlu melakukan pembenahan terutama sarana dan perasaran sesuai kebutuhan Anak sebelum terbentuknya Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta untuk menanggulangi luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Samarinda, maka upaya yang harus dilakukan dengan mengoptimalkan Petugas Pemasyarakatan yang berada di LAPAS/ RUTAN Kalimantan Timur untuk dididik atau diangkat untuk menjadi Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS, sehingga diharapkan pembimbingan/pengawasan dan permintaan LITMAS serta Pendampingan Anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilaksanakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literature
Aji Sujatno, Bc.IP, 2001. Prosuder Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasyaratakan, Penerbit : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta.

Apong Herlina, 2001. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Penerbit : Lembaga AdvokatPemberdayaan Pekerja & Anak (L.A.P.A) dan Plan Internasional, Jakarta.

Bambang Sugiono, 2007. Metodologi Penelitian Hukum, Penerbit : PT. Raja Gratindo Persada, Jakarta.

Komisi Perlindungan Anak, Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2012 di Jakarta Oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Linda Amalia Sari, 2011. Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, Penerbit : Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984. Antropologi hukum, Penerbit : Rajawali, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemasyarakatan Jilid 1, Departemen Kehakiman RI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Hak Asasi Manusia, Pustaka Timur.

C. Internet
http://wikipedia bahasa Indonesia,dds.bps.go.id/hasilSP2010/kaltim/6400. Wikipedia.org/wiki/Kota Samarinda. 17 Desember 2013, Jam 14.03

�) http://wikipedia bahasa Indonesia,�HYPERLINK "http://dds.bps.go.id/hasilSP2010/kaltim/6400.pdf"�dds.bps.go.id/hasilSP2010/kaltim/6400�. Wikipedia.org/wiki/Kota Samarinda. 17 Desember 2013, Jam 14.03








1

